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KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

p

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan
tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan
pada setiap tahun perencanaannya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang



10.

11.

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonseia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan
Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka
Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
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Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

Nomor 2).

=

. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah;



Menetapkan

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang
tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG

(1)

)

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator
kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan
penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-
2026.

Indikator Kinerja Utama Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dalam merencanakan program, kegitan, dan indikator kinerjanya,
wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021 -2026.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.



Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal . Z Januari 2023

____ Kepala Dinas,
—

Tembusan disampaikan Kepada Yth =
1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).

2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.



LAMPIRAN :

NOMOR 0L TAHUN 2023
TANGGAL Z. Januari 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021 - 2026

SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TRATEGI INDIKATOR KINERJA FORMULA
STRATEGIS 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya Persentase
1 Aksesibilitas antar aksesibilitas antar 75,27% | 79,57% | 82,80% | 83,87% | 84,95% | 95,70%
wilayah desa dan kecamatan
Peningkatan Persentase jalan (panjang jalan penghubung anatar
Infrastruktur Dasar | Penghubung antar dr:esaj/keglcjjalampkofdisi g
1.1 Jalan dan Jembatan | desa/kelurahan ke . . 76,90% | 64,49% | 65,69% | 66,94% | 68,23% | 69,57%
. mantap/total panjang jalan
antar desa dan ibukota kecamatan
. kabupaten) x 100%
kecamatan dengan kondisi mantap
. Panjang jalan menuju klaster lahan
Peningkatan . ) .
Infrastruktur Konektifitas antar pertanian dan perikanan tahun n
12 Penunjang klaster I_ahan pertanian dibagi target panjan_gjalan menuju 0 20% 40% 60% 80% 100%
Pertanian dan dan perikanan dalam klaster lahan pertanian dan
Perikanan kondisi mantap(%) perikanan tahun 2026 dalam
kondisi mantap x100%
::I:‘r:sr::i':;:::‘,a Persentase Jaringan
2 . . Irigasi dalam Kondisi 50,12% 53% 55% 57% 59% 61%
penunjang Pertanian "
A Baik
dan Perikanan
L (Luas Daerah Irigasi Rawa Pertanian
Cakupan Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha)/Total Luas
Peningkatan Pertanian dalam Kondisi b h Irigasi R Pertanian) X 50,12% 53% 55% 57% 59% 61%
Infrastruktur Irigasi | Baik aeora rigasi Rawa Pertanian)
21 dan Tanggul 100%
’ penunjang
Pertanian dan g:l;u_lfaaann Luzls Saluran (Luas Lahan Perkebunan dalam
ik gee Kondisi Baik (Ha) / Total Luas Lahan | 55,26% | 58% 61% 64% 67% 70%
Perikanan Perkebunan dalam
RN Perkebunan (Ha) X 100%
Kondisi Baik




Meningkatnya

Pendapatan Asli Persentase
3 P Peningkatan PAD 4,61% 5,74% 2,31% 4% 4% 4%
Daerah (PAD) sektor sektor PUPR
PUPR
Zg:ilgit::j;;AD Persentase Capaian PAD | (Realisasi PAD sewa alat berat dan
3.1 . dari Sewa Alat Berat biaya cetak petatahun n/target PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berat dan biaya .
dan biaya cetak peta tahun n) x 100%
cetak peta
Persentase
Mengendalikan kesesuaian
4 B pemanfaatan ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penataan Ruang dengan rencana tata
ruang
Peningkatan . (jumlah permohonan kesesuaian
Rasio Ketaatan ) . .
4.1 Ketaatan Tata Terhadap RTRW RTRW/jumlah tindak lanjut 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ruang Wilayah P permohonan RTRW) X 100%
P t T
Meningkatnya er'sen.ase enaga
Ketersediaan Tenaga Kerja bidang
5 L & konstruksi yang 86 % 87,1% | 88,2% | 89,3% | 90,3% | 91,4%
Kerja Bidang terampil dan
Konstruksi p
profesional
Peningkatan . o
. Persentase Angkatan (jumlah angkatan kerja bidang
Keterampilan dan Kerja Bidang Konstruksi konstruksi yang terampil dan
5.1 Profesionalisme ) & LSt yang P . 86% | 87,1% | 88,2% | 893% | 903% | 91,4%
Tenaga Keria yang terampil dan profesional/ total angkatan kerja
. g ) . profesional bidang konstruksi) x 100%
Bidang Kontruksi
Nilai IKM ( Indeks
Kepuasan Survey 78 82 86 90 94 98
Masyarakat )
Meningkatnya Predikat
6 Pelayanan Publik dan [ Akyntabilitas Kinerja Penilaian Inspektorat B B BB BB BB BB
Budaya Kerja Aparatur (AKIP)
L K
aporan feuangan Penilaian Bakeuda Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai

Sesuai SAP




6.1

Peningkatan
Pelayanan Publik,
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan

Nilai IKM ( Indeks

Kepuasan Masyarakat ) Survey 78 82 86 90 94 98
Predikat Akuntabilitas .

Kinerja (AKIP) Penilaian Inspektorat B B BB BB BB BB
Lapor?n Keuangan Penilaian Bakeuda Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Sesuai SAP

Kepala Dinas,

a Tk. I (IV/b)
750527 200212 1 011




